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DASAR HUKUM

Pasal 3-8 UU KUP

PMK-181/PMK.03/2007 TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT
PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN, PENGISIAN,
PENANDATANGANAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN

PMK-182/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PELAPORAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAIJIB PAJAK DENGAN KRITERIATERTENTU
YANG DAPAT MELAPORKAN BEBERAPA MASA PAJAK DALAM SATU SURAT
PEMBERITAHUAN MASA

PMK-183/PMK.03/2007 WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU
YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN

PMK-185/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN
PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN

PMK-186/PMK.03/2007 TENTANG WAIJIB PAJAK TERTENTU YANG
DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
DENDAKARENA TIDAK MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM
JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN

PER-36/PJ/2015 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PER-34/PJ/2010 TENTANG
BENTUK FORMULIR SPT TAHUNAN WP ORANG PRIBADI DAN WP BADAN
BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA
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e Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan
formulir yang digunakan Wajib Pajak
untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran PPh, objek pajak
PPh, bukan objek pajak PPh, harta dan
kewajiban.




Mengapa Kita Wajib Mengisi dan

A< Menyampaikan SPT Tahunan PPh?

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi
persyaratan SUBJEKTIF dan OBJEKTIF
wayjib:

« Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP; dan

« Wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas,
dan menandatangani; serta

« Menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak
tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau
tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pajak.

a( Pasal 2 dan 3 UU No.6 UU No.16 Tahun 2009




Pengambilan Formulir SPT Tahunan

sendiri

www.pajak.go.id

Mobil Pajak Keliling/
Pojok Pajak




Media Penyampaian
SPT Tahunan

Pojok Pajak

Drop Box

Tempat lain

Media
Penyampaian
SPT Tahunan

Mobil Pajak

dengan bukti pengiriman surat
ke KPP tempat WP terdaftar

melalui website DJP
{ ) khusus
formulir 1770 S & 1770 SS



http://www.pajak.go.id/

TAHUNAN

SPT

PALING LAMBAT 4 BULAN
SETELAH TAHUN PAJAK
BERAKHIR

PPH WP OP
PALING LAMBAT 3 BULAN

SETELAH TAHUN PAJAK
BERAKHIR

PALING LAMBAT 20 HARI
SETELAH MASA PAJAK
BERAKHIR

NouhkwbheRE

SPT MASA PPH PASAL 4(2)
SPT MASA PPH PASAL 15
SPT MASA PPH PASAL 21
SPT MASA PPH PASAL 23
SPT MASA PPH PASAL 25
SPT MASA PPH PASAL 26
SPT MASA PPN




PENANDATANGAN SPT

SPT yang disampaikan wajib ditandatangani
oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak
dengan cara:

a. tanda tangan biasa;
b. tanda tangan stempel; atau
c. tanda tangan elektronik atau digital.

KETIGANYA PUNYA KEKUATAN HUKUM SAMA




CARA PENYAMPAIAN
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PERPANJANGAN

MAX 2 BULAN SEJAK BATAS AKHIR

CUKUP DENGAN PEMBERITAHUAN
PERPANJANGAN PENYAMPAIAN

SPT TAHUNAN

DILAMPIRI

1. PERHITUNGAN SEMENTARA PPH TERUTANG
2. LAPORAN KEUANGAN SEMENTARA

3. SSP (JIKA KURANG BAYAR)

JIKA DITANDATANGANI KUASA, HARUS
MELAMPIRKAN SURAT KUASA KHUSUS




PELAPORAN BEBERAPA MASA DALAM SATU SPT

WP USAHA KECIL

WP DI DAERAH TERTENTU

1. WP OP USAHAWAN/PEKERJAAN BEBAS
DALAM NEGERI DENGAN OMZET
TAHUN SEBELUMNYA MAX Rp 4,8 milyar

2. WP BADAN MILIK 100% WNI DENGAN
OMZET TAHUN SEBELUMNYA
MAX Rp 900 JT.
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DITETAPKAN DIRJEN PAJAK




PENGECUALIAN KEWAIJIBAN SPT

—

WP OP YANG TIDAK
MENJALANKAN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS

2. WP OP DENGAN PENGHASILAN
NETTO TIDAK MELEBIHI PTKP

WP OP DENGAN PENGHASILAN
NETTO TIDAK MELEBIHI PTKP







Definisi Penghasilan

» Setiap tambahan kemampuan
ekonomis yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar Indonesia,
yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau untuk menambah kekayaan
Wajib Pajak yang bersangkutan,
dengan nama dan dalam bentuk apa
pun.




 TANPA BATAS WAKTU DENGAN SYARAT BELUM DIPERIKSA, KECUALI
UNTUK SPT RUGI DAN LB MAX 2 TAHUN SEBELUM DALUWARSA
* JIKA KURANG BAYAR, DIKENAKAN BUNGA 2% SEBULAN DIHITUNG DARI:
— BATAS AKHIR PENYAMPAIAN SPT S.D. PEMBAYARAN UNTUK SPT TAHUNAN
— J.T. PEMBAYARAN S.D. PEMBAYARAN UNTUK SPT MASA

*  WALAU SUDAH DIPERIKSA, NAMUN BELUM DISIDIK, JIKA MAU
MENGUNGKAPKAN KETIDAK BENARAN, KENA SANKSI DENDA 150%

*  WALAU SUDAH DIPERIKSA, TAPI BELUM TERBIT SKP, DAPAT

MENGUNGKAPKAN KETIDAKBENARAN DG. KEADAAN:

— PAJAK YMH. DIBAYAR MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL,;
— RUGI MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL;

— HARTA MENJADI LEBIH BESAR ATAU LEBIH KECIL;

— MODAL MENJADI LEBIH BESAR DAN LEBIH KECIL;
PEMERIKSAAN TETAP DILANJUTKAN.

DITAMBAH SANKSI KENAIKAN 50%




* Wajib Pajak dapat membetulkan Surat Pemberitahuan

Tahunan yang telah disampaikan, dalam hal Wajib Pajak
menerima surat ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan,
Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan
Peninjauan Kembali Tahun Pajak sebelumnya atau beberapa
Tahun Pajak sebelumnya, yang menyatakan rugi fiskal yang
berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam
Surat Pemberitahuan Tahunan yang akan dibetulkan tersebut,
dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima surat
ketetapan pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan
Pembetulan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan
Kembali, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum
melakukan tindakan pemeriksaan.
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4 Pembayaran
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Pembayaran pajak terutang yang kurang
bayar memakai Surat Setoran Pajak (SSP)

Adapun jenis SSP, sbb :
1). sSSP

2). SSP Khusus

3). SSCP

4). SSPCP




| JATUH TEMPO PEMBAYARAN |

TGL. 10
TGL. 15

PEMBAYARAN MASA

WP USAHA KECIL

1 BULAN
STP, SKP, DAN <
SK LAINNYA
<

SK KEBERATAN
SKPKB — 1BULAN i‘

PUTUSAN BANDING
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5 Pembukuan
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Pembukuan wajib dilakukan oleh WP Badan
dan WP Orang Pribadi yang peredaran bruto

usaha atau penerimaan brutonya dalam
setahun sudah melebih Rp. 4.800.000.000
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| PEMBUKUAN & PENCATATAN
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WAIJIB PEMBUKUAN WAJIB PECATATAN

1. WP BADAN

SEMUA WP OP YANG
2. WP OP USAHAWAN/ TIDAK WAIIB
PEKERJAAN BEBAS PEMBUKUAN
DG. OMZET 4,8 M KE ATAS







